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ABSTRAK 
Muhammad Kaddhani. 10400114320 Penyelesaian Kredit Bermasalah 
Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Sinjai Dibawah bimbingan Erlina, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I 
dan Dr. Fadli Andi Natsif S.H.,M.H sebagai Pembimbing II. 
 Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur 
non litigasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sinjai. Pokok 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian 
kredit bermasalah melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(persero) Tbk cabang sinjai serta bagaimana upaya hukum para pihak yang 
keberatan terhadap penyelesaian kredit bermasalah. 
Dari beberapa permasalahan diatas maka adapun tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah memberikan gambaran bagaimana proses penyelesaian kredit 
bermasalah melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) 
Tbk cabang sinjai serta untuk mengetahui upaya hukum para pihak yang 
keberatan terhadap penyelesaian kredit bermasalah. Penulis menggunakan metode 
penelitian empiris yang disertai dengan pengumpulan data yang terdiri dari 
penelitian pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa cara penyelesaian kredit 
bermasalah melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk Cabang Sinjai dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali 
(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali 
(restructuring). Adapun upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap 
penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi yaitu dengan melakukan 
pelelangan terhadap agunan debitur yang telah disepakati oleh para pihak di 
Badan Usaha Piutang Lelang Negara (BUPLN) demi mendapatkan hasil yang 
sesuai dengan para pihak.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana kita ketahui Pembangunan ekonomi merupakan salah satu 
bagian dari pembangunan nasional sebagai amanat Pancasila dan Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi dimulai 
dari kegiatan usaha kecil hingga ke perbankkan. Dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi, 
maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 
masyarakat. 
Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada 
khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam 
menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan 
strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan 
merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.1 
Perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian sebab 
perbankan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan khususnya 
dibidang ekonomi. Pada dasarnya bank merupakan lembaga yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 
Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama tersebut, 
lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan 
                                                           
1Hermansyah,  Hukum Perbankan Nasional Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 1. 
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nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan 
terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.2 
Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-
Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia 
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan 
tersebut salah satu bentuk upaya perbankan dalam peningkatan ekonomi di suatu 
negara yaitu pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit merupakan salah satu 
bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini 
pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang 
dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok.3 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank 
seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun 
kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung risiko, 
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 
yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian kredit 
dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang 
sehat. Dalam SK Direksi Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 
                                                           
2Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,  Hal. 2. 
3Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,  Hal. 20. 
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ditetapkan  bahwa pedoman  pemberian  kredit  tersebut sekurang-kurangnya 
memuat dan mengatur hal-hal pokok antara lain: Prinsip kehati-hatian dalam 
perkreditan,   organisasi   dan  manajemen  perkreditan, kebijakan   persetujuan 
pemberian kredit, dokumentasi pemberian  kredit, pengawasan kredit, 
penyelesaian kredit bermasalah. 
Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam 
perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan 
bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan 
bunga yang telah disepakati kedua belah pihak karena hal itu yang 
menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan 
pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami 
peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 
Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah 
adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam 
sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan 
dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh dibitur antara lain: jelasnya 
tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. 
Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai 
kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali 
dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.4 
Untuk menunjang kehidupan masyarakat serta mengembangkan kegiatan 
usaha yang dibesarkan secara mandiri. Masyarakat perlu dana yang lumayan 
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 Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Hal. 58 
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besar, dimana dana besar tersebut bisa didapatkan melalui pinjaman kredit di 
Bank. Kegiatan pinjam meminjam uang atau lebih dikenal dengan sebutan kredit 
dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, 
bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal dari masyarakat kota saja, tapi juga 
sudah dikenal pada masyarakat di desa. Kredit pada umunya berfungsi untuk 
melancarkan suatu usaha, dan berperan penting di kegiatan perekonomian, karna 
pemberian ini tujuannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 
Pemberian fasilitas kredit oleh bank ke debitur bukanlah tanpa adanya 
resiko, karena mungkin saja resiko terjadi khususnya karena debitur tidak wajib  
membayar utangnya secara lunas atau secara tunai, melainkan debitur diberi 
kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar 
belakangan secara bertahap atau kata lain mencicil. Resiko yang umumnya akan 
terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (Resiko Kredit). 
Resiko-resiko tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak bank selaku 
kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank atas 
kemampuan debitur untuk membayar hutangnya.  
Kredit yang diberikan dari bank perlu dilindungi. Tanpa adanya 
perlindungan, bank susah mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat 
tidak berprestasinya nasabah (debitur). Agar pihak bank selaku kreditur lepas dari 
resiko tersebut atau setidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, bank 
senantiasa mau mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan itu digunakan 
sesuai dengan sebagaimana kebutuhan dan tujuannya, dan dapat dikembalikan 
dengan aman. Untuk bisa mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, 
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bank melakukan tindakan perlindungan dan meminta kepada calon nasabah 
(debitur) agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam 
pemberian kreditnya.5 
Langkah yang dapat diambil oleh bank dalam rangka mengamankan 
kreditnya,  pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu pengamanan 
prefentif dan pengamanan represif. Arti dari pengamanan prefentif adalah 
pengamanan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kemacetan 
kredit. Sedangkan arti dari pengamanan represif adalah pengamanan yang 
dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang sudah mengalami kemacetan 
atau ketidaklancaran (debius). Dengan begitu pengamanan kredit pada hakekatnya 
adalah untuk memperkecil  suatu resiko, bahkan sampai pada menghilang resiko 
yang mungkin timbul maupun yang sudah terjadi.6 
Masalah perbankan khususnya kredit bermasalah atau nonperforming loan 
merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. 
Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada 
waktunya. Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang 
terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan 
oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi. 
Dalam  menyelesaikan masalah perbankan khususnya kredit. biasanya 
terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa yaitu 
jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui 
                                                           
5Hasanuddin Rahman, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2005), Hal. 124. 
6Hasanuddin Rahman, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Hal. 150. 
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jalur proses di pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian masalah 
hukum diluar proses pengadilan.  
Penyelesaian masalah di luar pengadilan juga sudah dijelaskan dalam 
firman Allah swt dalam QS. Al-Hujurat 49/9-10:7 
                           
                                    
                        
                       
Terjemahannya: 
”dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”  
 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa atau kota sinjai 
yang berjarak sekitar 220 km dari kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas 
819,96 km persegi dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 236.497 jiwa. 
Penghasilan umum masyarakat sinjai adalah pertanian, perikanan dan 
perdagangan umum serta UKM (Usaha Kecil Menengah) sehingga dapat 
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meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya harga pasaran di era  modern ini 
membuat sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya 
sehari-hari. Yang mengakibatkan sebagian masyarakat sinjai memilih untuk 
membangun usaha, mulai dari usaha kecil, menengah sampai dengan usaha besar. 
Untuk membangun atau membuat usaha mereka harus memiliki modal awal yang 
mereka dapatkan dari kredit Bank. 
Banyaknya masyarakat Sinjai yang membangun usaha membuat 
masyarakat yang memiliki usaha tidak berjalan lancar dikarenakan tingginya 
harga pasaran sekarang ini, sehingga banyak pengusaha yang memiliki kredit di 
bank jadi tidak lancar atau bermasalah. 
Alternatif penyelesaikan sengketa yang sering digunakan oleh masyarakat 
yaitu mediasi dan negosiasi, namun dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 
pasal 4 ayat (1) tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang 
menyatakan bahwa: 
“dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka 
akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan 
wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya 
mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam 
perjanjian mereka”.  
 
Dari undang-undang diatas tidak mengatur secara jelas mengenai legalitas 
dari hasil mediasi dan negosiasi diluar pengadilan. Sedangkan mediasi di 
pengadilan atau litigasi diatur secara jelas mengenai proses dan legalitas mediasi 
dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 
Maka dari itu banyak masyarakat yag meragukan legalitas dari undang-undang 
nomor 30 tahu 1999 karena putusannya tidak mempunyai kekuatan ekskutorial 
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sebelum di daftarkan ke pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi 
memepunyai beberapa bentuk penyelesaian sengkete yaitu negoisasi, mediasi dan 
arbitrase. Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa 
dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu kelompok 
maupun antar badan usaha. 
Berdasarkan uraian di atas penyeleseian sengketa kredit bermasalah 
melalui jalur non litigasi mempunyai beberapa kelebihan tetapi seringkali tidak 
sesuai dengan keinginan para pihak, hal itulah yang menjadi pertimbangan penulis 
untuk menjadikan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi pada 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai sebagai objek penelitian. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 
penelitiannya mengenai upaya non litigasi dalam proses penyelesaian kredit 
bermasalah dan hambatan apa saja yang dialami dalam proses penyelesaian kredit 
bermasalah dan bagaimana solusi penyelesaian di PT. Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Sinjai.  
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non 
letigasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai? 
2. Bagaimana upaya hukum para pihak yang keberatan terhadap penyelesaian 
kredit bermasalah? 
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D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran diatas, tidak ditemukan penelitian yang secara 
spesifik sama dengan penelitian ini. Namun ditemukan beberapa penelitian yang 
memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:  
Frans Hendra Winarta8, yang membahas tentang penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan dan macam-macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
namun dalam bukunya tidak membahas tentang tata cara penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan. 
Huala Adolf9, yang membahas tentang macam-macam penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase namun tidak 
membahas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur 
konsiliasi. 
Zainal10, yang membahas tentang pengertian perbankan, macam-macam 
kredit dan pembagian kredit namun tidak membahas tentang kredit yang 
bermasalah. 
Etty Mulyati11, yang membahas tentang pengertian kredit, fungsi kredit, 
tujuan kredit, dan pembagian kredit, namun tidak membahas pula tata cara 
penyelesaian kredit yang bermasalah dalam perbankan. 
Nufita Yuniar dalam skripsinya upaya non litigasi dalam penyelesaian 
sengketa penyerobotan tanah, hanya membahas tentang mediasi. Namun skripsi 
                                                           
8
 Frans Hendra Winarta, Hukum Peyelesaian Sengketa. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).  
9
 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional. (Jakarta: Rajawali Pers. 1991). 
10
 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.( Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 2015). 
11
 Etty Mulyati, Kredit Perbankan. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2016). 
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ini tidak membahas tentang arbitrase, konsiliasi, perbankan dan kredit yang 
bermasalah. 
Berdasarkan sumber literatur diatas penulis berinisiatif untuk membahas 
Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai karena belum ada satupun yang 
pernah menjadikan sebagai karya tulis ilmiah meskipun dalam bentuk yang sangat 
sederhana. 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai 
berikut : 
a. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non 
litigasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai 
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum para pihak yang keberatan 
terhadap penyelesaian kredit bermasalah.  
2. Kegunaan penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini 
diharapkan dapat meberikan kegunaan, sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 
wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana proses penyelesaian kredit 
bermasalah melalui jalur non litigasi sebagaimana yang diamanahkan 
dalam ketentuan undang-undang yang mengatur. Adapun manfaat teoritis 
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dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang 
permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar 
pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum 
tentu berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya. 
b. Manfaat Praktis 
Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan 
informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-
masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, 
khususnya mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur 
non litigasi. 
1. Manfaat bagi masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan  pemikiran 
dalam ilmu hukum sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk 
kepentingan masyarakat 
2. Manfaat bagi bank 
Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 
pemikiran kepada pihak manajemen bank, terkait dengan penyelesaian 
kredit bermasalah dengan menggunakan jalur non litigasi. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Tentang Perbankan 
1. Pengertian Bank Dan Perbankan 
Bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan 
perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. 
Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier 
sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam 
pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk piha ketiga. 
Menurut O.P. Simorangker, Bank merupakan salah satu badan usaha 
lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun 
pemberikan kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana 
yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat 
pembayaran baru berupa uang.12 
Menurut kamus bahasa indonesia bank adalah badan usaha dibidang 
keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama 
memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.13 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya.14 
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 O.P, Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 
1998). Hal. 10. 
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 “Kamus Besar Bahasa Indonesia online”. Blog www.KamusBahasaIndonesia.org (11 
November 2016). 
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 Imam wijaya, Perbankan, http://www.academia.edu/10372549/perbankan (12 Oktober 
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Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, 
yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak.15 
Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 
kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank 
lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 
bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. 
Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas 
jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat 
agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian 
pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan 
untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. 
2. Dasar Hukum Bank Dan Perbankan 
Berdasarkan Undang-undang no. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok 
Perbankan, Bank menurut fungsinya dibedakan dalam:16 
a. Bank Sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang dasar 1945, dan selanjutnya akan diatur dengan undang-undang 
tersendiri. 
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 Zainal asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Hal. 30 
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 Bambang Tri Cahyono, Manajemen Perkreditan. (Yogyakarta: Ananda. 1983). Hal. 91  
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b. Bank Umum ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 
menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya 
terutama memberikan kredit jangka pendek. 
c. Bank Tabungan adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 
menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya 
memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga. 
d. Bank Pembangunan adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 
menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas 
berharga jangka menengah dan panjang dalam usahanya terutama 
memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. 
Penggolongan jenis Bank yang lain adalah:17 
a. Bank Primer adalah Bank yang mempunyai daya kemampuan untuk 
mengedarkan uangnya sendiri dan sebaliknya mempunyai kemampuan 
untuk menariknya kembali dari pengedaran. 
b. Bank Sekunder adalah Bank yang hanya mampu memberikan kepuasan 
terhadap kebutuhan-kebutuhan akan uang aktif yang bersumber dari 
modalnya sendiri atau dari usahanya untuk memperoleh dana-dana yang 
ada dipasaran uang / modal. 
Dasar Hukum Perbankan di Indonesia :18 
a. Perizinan mendirikan Bank harus menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 Pasal 16 ayat 2. 
b. Bentuk badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992. 
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 Susatyo Reksodiprodjo, Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan. (Jakarta: Yagrat. 
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c. UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dengan 
UU No 10 tahun 1998 (disebut UU perbankan ). 
d. UU No 23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah 
pertama dengan UU No 3 tahun 2004. 
e. UU No 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 
f. UU No 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank 
Pembangunan Daerah. 
3. Jenis Lembaga Perbankan 
Jenis Bank dapat dikategorikan berdasarkan dari segi bermacam-macam. 
Mulai dari segi tugas, kepemilikan, status hingga prinsip, setiap bank memiliki 
jenis yang beragam.  
a. Jenis bank dari segi tugas 
Dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992, berdasarkan dari 
segi tugasnya bank dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu:19 
1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang diketahui 
kegiatan perbankan termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat, 
memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, lain dari itu juga 
termasuk pemindahan dana antar pihak, penyimpanan barang berharga dan 
jasa bank lainnya. Bank umum kini dikenal juga sebagai bank komersil 
(commercial bank). 
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 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Hal.45 
16 
 
 
 
2. Bank Sentral, yaitu bank milik negara yang bertanggung jawab untuk 
mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi 
bank sentral bertugas untuk menjaga tingkat inflasi agar terkendali untuk 
mengoptimalkan perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah 
uang dan barang. Dengan kata lain bank sentral bertugas juga mengatur 
kebijakan moneter negara, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial 
secara keseluruhan. Di Indonesia bank sentral dikenal sebagai Bank 
Indonesia. 
Untuk lebih mendetail tugas Bank Indonesia bisa dijelaskan dalam tiga 
bentuk yakni:20 
– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai uang. Implementasi dari kebijakan moneter dapat 
dilakukan dengan menetapkan suku bunga. 
– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia 
berwenang memberikan persetujuan untuk penyelenggaraan jasa sistem 
pembayaran seperti sistem transfer dana, sistem kliring, sistem pembayaran 
berbasis kartu dan sistem pembayaran lainnya 
– Mengawasi bank umum lainnya dalam mendorong efektivitas kebijakan 
moneter. Setelah menetapkan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, 
pelaksanaannya akan berada di tangan bank umum lainnya. 
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 
perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi 
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 Gatot Supramono,  Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009). 
Hal.62 
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kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR 
hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau 
deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal 
kerja atau kredit perdagangan. 
b. Jenis bank dari segi kepemilikan 
Akta pendirian dan penguasaan merupakan dasar dari kepemilikan bank. 
Bank dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan dari kepemilikannya:21 
1. Bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau 
sepenuhnya oleh pemerintah contoh Bank Mandiri, Bank Negara 
Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. 
2. Bank swasta, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar 
oleh pihak swasta contohnya Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, 
Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank MNC, 
Panin Bank, Bank OCBC NISP, Bank UOB, Bank Permata, Bank 
Sinarmas. 
3. Bank asing, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya 
dimiliki oleh pihak asing, contohnya seperti HSBC, Bank of China, Bank 
of America, Bangkok Bank, JPMorgan Chase, Citibank dan Standard 
Chartered. 
4. Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh 
sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi contohnya Bank 
Sumut, Bank Jambi, Bank Jatim dan Bank daerah lainnya. 
5. Bank campuran, merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank 
umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank 
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berkedudukan di luar negeri contoh Bank ANZ, Bank Commonwealth dan 
Bank DBS. 
c. Jenis bank dari segi status 
Yang dimaksud dengan status merupakan ukuran kemampuan bank untuk 
melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal serta kualitas layanan. 
Untuk segi ini bank dapat dikategorikan menjadi dua jenis:22 
1. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi 
luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke 
luar negeri, travellers cheque, transaksi luar negeri lainnya. 
2. Bank Non Devisa, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan 
transaksi seperti bank devisa hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara 
tertentu saja. 
d. Jenis bank dari segi prinsip 
Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua antara 
bank konvensional dan bank Syariah:23 
1. Bank Konvensional, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku 
bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk 
jasa bank lainnya. 
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2. Bank Syariah, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai 
dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk 
simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya. 
4. Jasa-jasa Perbankan 
Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa 
perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan yaitu:24  
Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien 
bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu 
kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. 
Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya 
dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.  
Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya 
kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana 
untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan 
dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, 
uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman 
dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.  
Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu 
bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. 
Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik dengan 
demikian akan menarik nasabah. Hal tersebut karena nasabah merasa nyaman 
melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja.  
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Bank melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk menarik perhatian nasabah 
semata-mata, namun juga untuk mencari keuntunagn yang disebut dengan fee 
based.  
Keuntungan yang diperoleh dari jasa bank antara lain:25 
1. Biaya administrasi. Biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan 
administrasi khusus,biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. 
2. Biaya Kirim. Diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut 
dengan transfer, baik transfer dalam negari ataupun luar negeri. 
3. Biaya Tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen 
milik nasabahnya seperti jasa kliring dan jasa inkaso. Biaya tagih ini 
dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. 
4. Biaya Provisi dan Komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa 
transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankkan. 
5. Biaya Sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunkan fasilitas 
safe deposit box, dan besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit 
box yang dipakai. 
a. Pengiriman Uang (Transfer)  
Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah 
dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk 
keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.26  
Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk 
hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank 
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lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer) Baik transfer uang keluar atau 
masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal 
balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.  
Transfer Keluar: Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat 
menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. 
Media untuk melakukan transfer ini adalah secara tertulis ataupun melalui kawat.  
Pembatalan Transfer Keluar:  Bila terjadi pembatalan transfer, haruslah 
diperhatikan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan bila transfer 
keluar belum dibayarkan kepada si penerima uang dan untuk itu bank pemberi 
amanat harus memberi perintah berupa “stop payment” kepada cabang 
pembayaran. Pembayaran pembatalan ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi 
amanat kepada nasabah pemberi amanat hanya apabila telah diterima berita 
konfirmasi dari bank pembayar bahwa memang transfer dimaksud belum 
dibayarkan.  
Transfer Masuk: Transfer masuk, dimana bank menerima amanat dari 
salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang beneficiary. 
Dalam hal ini bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening 
nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk 
tidak dikenakan lagi komisi karena si nasabah pemberi amanat telah dibebankan 
sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer.  
Pembatalan Transfer Masuk : Jika terjadi pembatalan, pertama – tama 
yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah hasil transfer telah dibayarkan 
kepada beneficiary. Bila ternyata belum, akan diblokir dan dibatalkan untuk 
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kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui 
pemindahbukuan. 
b. Inkaso  
Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan 
maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga 
(baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar 
setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) berada ditempat lain 
(dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. Dalam arti lain, Inkaso 
merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa 
penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang 
telah ditunjuk oleh si pemberi amanat.  
Warkat Inkaso:27  
1. Warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak 
dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, 
wesel dan surat berharga  
2. Warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang 
dilampirkan dengan dokumen- dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, 
polis asuransi dan dokumen- dokumen penting. 
Jenis Inkaso yaitu:28 
1. Inkaso Keluar, Merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah 
diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini bank menerima amanat dari 
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 Farid Wijaya, Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan. (Yogyakarta: BPFE. 1980). 
Hal. 96  
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 Farid Wijaya, Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Hal.97 
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nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah 
bank lain di kota lain. 
2. Inkaso masuk, Merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah 
diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya 
memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat 
kepada pihak ke tiga.  
c. Kliring  
Kriling merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan 
cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga 
kliring. Lembaga ini dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari 
kerja, dan peserta kliring merupakan bank yang sudah mendapat ijin dari BI.  
Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:29  
1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral 
2. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan 
lebih mudah, aman dan efisien 
3. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah 
Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga 
kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota, seperti : cek, bilyet 
giro, wesel bank, Surat bukti penerimaaan transfer, Lalu lintas giral / nota kredit.  
Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring (dilihat dari 
sisi bank):30  
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 Farid Wijaya, Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Hal. 102. 
30
 Farid Wijaya, Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Hal. 97. 
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1. Kliring Keluar, membawa warkat kliring ke lembaga kliring (Nota 
debet/kredit keluar). 
2. Kliring Masuk, menerima warkat kliring dari lembaga kliring (Nota 
debet/kredit masuk). 
3. Pengembalian Kliring, pengembalian warkaat yang tidak memenuhi syarat 
yang telah ditentukan. 
Setelah proses kliring berjalan, pada sore hari masing-masing bank akan 
membuat perhitungan kliring untuk mengetahui apakah bank tersebut menang 
atau kalah kliring.Bank yang menang kliring adalah bank yang jumlah warkat 
tagihan warkat kliring melebihi pembayaran warkat kliringnya. Bank yang kalah 
kliring justru sebaiknya, dimana pembayaran warkat kliring lebih besar dari 
warkat tagihan. 
d. Bank Garansi  
Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa 
jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak 
yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera 
janji. Perjanjian bisa berupa perjanjian jual- beli, sewa, kontrak-mengontrak, 
pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank 
yang besangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang 
mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah.31  
Jasa ini dapat juga dikatakan sebagai Guarantee (garansi) artinya jaminan 
Bank Garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika 
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pelaksana (kontraktor) ingkar/cedera janji. Dengan adanya BG pemilik proyek 
mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai dengan perjanjian.  
Jenis Bank Garansi yaitu:32 
1. Bank Garansi Pembelian. Bank garansi diberikan kepada supplier/pabrik 
sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau 
pihak yang dijamin oleh bank. 
2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau. Bank garansi yang diberikan kantor 
bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok 
yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah 
pabrik rokok. 
3. Bank Garansi Penangguhan Bea Masuk. Bank garansi yang diberikan 
kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas 
barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah. 
4. Bank Garansi Tender (Bid Bond). Bank garansi yang diberikan kepada 
pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan kontraktor/leverensi yang 
akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin 
adalah kontraktor/leverensi tersebut. Salah satu persyaratan 
kontraktor/leverensi dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank 
garansi. 
5. Bank Garansi Pelaksanaan (Perfomance Bond). Bank garansi yang 
diberikan kepada pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan 
kontraktor/leverensi guna menjamin pelaksanaan pekerjaan/proyek oleh 
kontraktor/leverensi, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah 
kontraktor/leverensi. 
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6. Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond). Bank garansi yang 
diberikan kepada pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan 
kontraktor/leverensi atas uang muka yang diterima oleh 
kontraktor/leverensi, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah 
kontraktor/leverensi. 
7. Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond) Bank garansi yang diberikan 
pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan kontraktor/leverensi guna 
menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh 
kontraktor/leverensi. 
e. Safe Deposit Box  
Kotak pengamanan simpanan atau safe deposit box adalah salah satu 
sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan suatu boks 
dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang berharga dengan jangka waktu 
tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut. Kotak 
pengaman simpanan adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat 
tidak boleh memeriksa/menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan.  
Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan adalah terbatas paa barang-
barang sebagai berikut :33  
 Mata uang, barang berharga, logam mulia; 
 Kertas-kertas berharga, sertifikat, atau dokumen-dokumen penting lainnya; 
 Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis. 
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Safe Deposit Box memiliki dua anak kunci, yang satu berupa cadangan 
yang disimpan oleh bank dan kunci yang satu lagi disimpan oleh penyewa. Maka 
pihak penyewa diwajibkan untuk membayar uang sewa dan uang jaminan kunci. 
f. Bank Card  
Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank dan diberikan 
kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di 
berbagai tempat. Dalam system kerja bank card terlihaaat ada 3 pihak yang 
terlibat dalam prosesnya, yaitu:34  
1. Bank sebagai penerbit dan pembayar 
2. Pedagang / merchant, sebagai tempat belanja 
3. Pemegang kartu / card holder, sebagai yang berhak melakukan transaksi. 
Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan sangat dibatasi pada jenis 
kartu yang diterbitkan. Setiap jenis bank card memiliki keunggulan dan 
kekurangan.  
 Charge card, suatu system dimana pemegang kartu harus melunasi semua 
penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada sat jatuh tempo 
 Credit card, suatu system dimana pemegang kartu dapat melunasi penahian 
yang terjadi atas dirinya secar angsuran pada saat jatuh tempo 
 Debet card, pembayaran atas penagihan nasbaah melalui pendebetan atas 
rekening yang ada di bank dimana pada saat membuka kartu 
 Smart card, berfungsi sebagai rekening terpadu 
                                                           
34
 Farid Wijaya, Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Hal. 105. 
28 
 
 
 
 Private label card, merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu badan usaha 
(bukan bank) dan penggunaan kartu hanya sebatas pada perusahaan yang 
mengeluarkan. 
g. Perdagangan Valuta Asing (Money Changer)  
Valuta asing (foreign exchange) dipergunakan transaksi ekonomi 
internasional. Bursa valuta asing (Foreign Ex- change Market) tempat terjadinya 
jual-beli/penukaran mata uang asing. Convertible Currencies, mata uang yang 
dapat diperdagangkan pada pasar valas internasional (rupiah belum dianggap 
convertible.  
Hard Currency, mata uang yang sering dipergunakan dalam transaksi 
ekonomi & keuangan internasional, karena nilainya yang relatif stabil. Mata uang 
dimaksud antara lain U.S Dollar (USD), Yen Japan (JPY), Poundsterling Inggris 
(GBP), Uni Eropah (EURO), Australia Dollar (AUD) Hongkong Dollar (HKD), 
Singapore Dollar (SGD) .  
Jenis Transaksi Perdagangan Valuta Asing:35  
1. Transaksi Tunai (Spot), yaitu transaksi jual-beli mata uang antar bank yang 
penyelesaiannya 2 hari kerja berikutnya. 
2. Transaksi Berjangka (Forward) yaitu transaksi jual-beli mata uang yang 
penyerahannya pada waktu y.a.d, sedang kurs ditetapkan pada kontrak. 
3. Transaksi Barter (Swap) yaitu kombinasi dari membeli dan menjual dua mata 
uang secara spot/tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali 
mata uang yang sama secara forward/berjangka. 
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h. Kustodion  
Bank kustodian adalah bank yang mempunyai usaha berbentuk kustodian, 
tempat penyimpanan bagi investor atau pemilik barang. Tugas kustodian dimulai 
dengan penyimpanan atau penitipan barang. Atas tugas yang diterimanya, bank 
mendapatkan fee secara harian, bulanan, atau tahunan. Umumnya, penyimpanan 
tersebut diharapkan lebih panjang agar ada kepastian bisnis unit kustodian 
tersebut di bank.36  
Atas penyimpanan atau penitipan barang itu, pemilik akan meminta bank 
untuk mengganti rugi apabila aset tersebut hilang atau rusak. Atas permintaan 
pemilik barang itu, pemilik melakukan transfer risiko dengan cara 
mengasuransikan aset yang disimpan di bank tersebut.  
Bisnis usaha kustodian sangat diperlukan apabila investor tinggal di luar 
negara. Sebagai contoh, seorang investor yang berdomisili di Amerika Serikat 
melakukan investasi saham atau aset finansial lainnya di Indonesia. Dia akan lebih 
senang dan sangat efisien jika aset finansial dalam bentuk saham atau aset 
finansial tersebut disimpan di kustodi sebuah bank di Indonesia.  
Jika terjadi aksi korporasi yang dilakukan perusahaan di tempat investor 
melakukan investasi, investor bisa meminta bank kustodian menjadi 
perwakilannya atas aksi korporasi itu. Investor akan membutuhkan dana besar 
(biaya transportasi dan akomodasi) untuk datang ke Indonesia dalam rangka aksi 
korporasi tersebut. Demikian pula seorang manajer investasi sangat membutuhkan 
jasa bank kustodian dalam rangka menyimpan atau juga sebagai perwakilan 
manajer investasi atas aset finansial yang dimilikinya.  
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i. Waliamanat  
Waliamanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Efek 
bersifat uang. Bank Umum yang akan bertindak sebagai Wali Amanat wajib 
terlebih dahulu terdaftar di Bapepan untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar 
sebagai Wali Amanat.37  
Manfaat dari Wali Amanat adalah:38  
1. Memenuhi salah satu persyaratan atas penerbitan obligasi. 
2. Meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli obligasi yang 
diterbitkan. 
3. Menambah kepercayaan investor atas bonafiditas emiten. 
Persyaratan untuk menjadi Wali Amanat adalah:39  
1. Bertempat kedudukan di Indonesia. 
2. Dalam dua tahun terakhir secara berturut–turut memperoleh laba/keuntungan. 
3. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik/akuntan Negara untuk dua 
tahun berturut–turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat untuk 
tahun terakhir. 
 
j. Letter of Credit (L/C)  
Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit 
Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka 
pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli 
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sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. 
Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas 
hanya pada perjanjian jual – beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah 
berupa penangguhan pembayaran.40  
Jenis dan Manfaat Letter of Credit  
Isi dari perjanjian LC mencakup banyak hal seperti jangka waktu, 
pembatalan, cara pembayaran dan lain – lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, 
LC dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:41  
1.  Ruang Lingkup Transaksi  
 LC Impor:adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual 
beli barang/jasa melewati batas – batas Negara. 
 LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
(SKBDN):adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di 
dalam wilayah suatu Negara. 
2. Saat Penyelesaian  
 Sight LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan 
dokumen tiba. 
 Usance LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai wesel 
yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari). 
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3. Pembatalan  
 Revocable LC:adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara 
sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). 
LC jenis ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi 
antara importir dan eksportir mencapai kesepakatan final. 
 Irrevocable LC:adalah LC yand tidak dapat dibatalkan atau diubah 
secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan 
beneficiary. Apabila suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan 
„revocable‟ atau „irrevocable‟, maka LC tersebut dianggap sebagai 
irrevocable LC. 
4. Pengalihan Hak  
 Transferable LC:adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary 
untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran 
kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali. 
 Untransferable LC:adalah LC yang tidak memberikan hak kepada 
beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan 
pembayaran kepada pihak lain. 
5. Pihak advising bank  
 General/Negotiating/Non-Restricted LC:adalah LC yang tidak 
menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank. 
 Restricted/Straight LC:adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank 
yang menjadi advising bank. 
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6. Cara Pembayaran kepada Beneficiary  
 Standby LC:adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan 
bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji 
maka pihak bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang 
menerima jaminan yaitu beneficiary. 
 Red-Clause LC:adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah 
tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya 
apabila issuing bank benar – benar percaya pada reputasi beneficiary. 
 Clean LC:adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat 
dilakukan hanya atas dasar kwitansi/wesel/cek tanpa harus 
menyerahkan dokumen pengiriman barang. 
k. Menerima Setoran-Setoran dan Pembayaran-Pembayaran  
Menerima Setoran-Setoran.Jasa ini diutamakan untuk membantu 
nasabahnya dalam melakukan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau 
pembayaran yang biasa diterima bank antar lain : pembayaran listrik, telpon, 
pajak, uang kuliah, rekening air dan setoran ONH.42  
Melakukan Pembayaran, Jasa ini termasuk jasa lain-lain yang juga 
disediakan oleh bank, diantaranya pembayaran gaji, pensiun, bonus dan hadiah.  
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit 
1. Pengertian Kredit 
Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, Credere, yang 
berarti kepercayaan. Misalkan, seorang Nasabah debitur yang memperoleh kredit 
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dari Bank adalah tentu sesorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini 
menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada 
nasabah debitur adalah kepercayaan.43  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit 
adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau 
pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.44 
Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Dirumuskan 
bahwa kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangaka waktu tertentu dengan  pemberian bunga.  
Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib 
dilakukan debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata 
melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakati sebelumnya. 
2. Jenis-jenis Kredit 
Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan 
menjadi 3 jenis yaitu:45 
a. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang 
diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam 
rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek 
baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabril, 
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yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang 
dibiayai tersebut. 
b. Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam 
rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis 
dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan 
dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang berskutan. 
c. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang 
diberikan kepada debitur utnuk mebiayai barang-barang kebutham atau 
konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari 
penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.46 
Dasar-dasar Perkreditan, menurut Thomas Suyanto, mengemukakan 
bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari:47 
1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 
diberikannya baik dalam bentuk uang, atau jasa, akan benar benar 
diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan 
datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian niali agio dari uang, 
yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan 
diterima pada masa yang akan datang. 
3. Degree Of Risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 
adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 
kontra prestasi yang akan diterima dikemuadian hari. Semakin lama kredit 
diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh 
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kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu 
terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang 
menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, 
maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 
juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karna kehidupan ekonomi 
moderen sekarang ini didasarkan pada uang, maka tranksaksi-tranksaksi 
kredit yang menyangkut uanglah yang sewtiap kali kita jumpai dalam praktik 
perkreditan.48 
3. Sistem Perkreditan Bank 
Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara 
umum antar BPR yang satu dengan BPR yang lain tidak jauh berbeda. Yang 
menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan BPR tersebut, 
serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. 
Secara umum prosedur pemberian kredit oleh BPR adalah sebagai berikut :49 
a. Tahap permohonan kredit 
Pada tahap ini, permohonan kredit harus dilengkapi dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
1. Identitas, dapat berupa keterangan mengenai pribadi/perseorangan maupun 
badan usaha atau profesi, 
2. Informasi tentang posisi keuangan debitur, 
3. Jumlah dan Penggunaan kredit modal kerja. 
Jumlah modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup, 
agar memungkinkan debitur untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak 
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mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, dapat menutupi kerugian-
kerugian, dan dapat mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa 
membahayakan keuangan debitur. 
Salah satu manfaat modal kerja yang cukup adalah memungkinkan 
untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna melayani 
permintaan konsumennya. Dalam hal pemberian kredit kepada debitur, 
BPR haruslah memperhatikan kepentingan debitur dan juga tidak 
melupakan kepentingan BPR itu sendiri, oleh karena itu BPR harus 
memperhatikan keamanan kredit yang diberikannya apalagi dalam hal 
kredit jangka pendek.  
Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka calon debitur akan 
mengisi beberapa formulir yang disediakan oleh bank yang bersangkutan. 
b. Tahap analisa kredit 
Pada tahap analisa kredit, pekerjaan yang dilakukan meliputi : 
1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik 
keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat 
atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit modal kerja, 
2. Menyusun laporan analisa yang diperlukan yang berisi penguraian dan 
kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap permohonan kredit 
nasabah. 
Untuk melaksanakan analisa kredit, metode 5C digunakan sebagai 
pertimbangan dalam pemberian kredit, kelima prinsip tersebut adalah : 
1) Charakter, yaitu analisa yang dilakukan terhadap pribadi nasabah 
perseorangan atau pengurus dari suatu badan usaha, 
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2) Capacity, yaitu analisa terhadap kemampuan nasabah dalam merealisir 
rencana usaha dan perkembangannya serta menilai realistis tidaknya dalam 
menetapkan rencana yang meliputi aspek teknis, produksi, pemasaran, dan 
sebagainya, 
3) Capital, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam merealisir usahanya, 
karena kredit pada dasarnya hanya merupakan dana pelengkap, hal ini 
dimaksudkan agar nasabah ikut bertanggung jawab atas resiko yang 
mungkin terjadi, 
4) Collateral, yaitu analisa yang dilakukan dengan menilai jaringan yang 
diberikan. Jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko 
kemungkinan kerugian yang terjadi akibat kegagalan pengembalian kredit, 
5) Condition of Economic, yaitu penilaian kredit atas dasar kondisi ekonomi 
sektor usaha calon debitur serta beberapa sektor usaha yang berkaitan. 
c. Tahap penyelesaian administrasi kredit 
Tahap penyelesaian administrasi kredit, dapat dibagi atas dua bagian yaitu : 
1. Secara ekstern, yaitu : Pembuatan akta perjanjian kredit antara pihak BPR 
dengan pemohon kredit dihadapan notarisn dengan ketentuan yang telah 
disetujui oleh kedua belah pihak, jika kredit dengan jaminan, maka 
jaminan tersebut harus diasuransikan 
2. Secara intern, yaitu :Bagi pemohon kredit yang tidak memiliki rekening 
koran diharuskan membuka rekening pada BPR yang bersangkutan, 
menandatangani perjanjian kredit antara pemohon dengan pihak BPR, 
penyerahan jaminan atas surat-surat penting yang berhubungan dengan 
jaminan 
d. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya 
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Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit dicairkan, maka 
terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, dan surat 
perjanjian. 
e. Realisasi Kredit 
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang 
diperlukan dengan membuka rekening tabungan di BPR  yang bersangkutan. 
f. Penyaluran/penarikan dana 
Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisai dari 
pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu 
sekaligus dan secara bertahap. 
C. Penyelesaian Sengketa 
1. Litigasi 
Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa 
sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau 
penggantian atas kerusakan.50 
Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan istilah 
biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Mereka digunakan terutama 
ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. 
Proses pengadilan tidak selalu terjadi dalam gugatan penggugat. Dalam 
beberapa kasus, tuduhan palsu dan kurangnya fakta-fakta dari orang-orang yang 
terkait, menyebabkan akan cepat menyalahkan, dan ini menyebabkan litigasi atau 
tuntutan hukum. Sayangnya, orang juga tidak mau bertanggung jawab atas 
tindakan mereka sendiri, jadi bukannya menghadapi konsekuensi dari tindakan 
mereka, mereka mencoba untuk menyalahkan orang lain dan yang hanya bisa 
memperburuk keadaan. 
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2. Non litigasi 
Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat 
tertutup untuk umum (close door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin 
(confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang di akibatkan 
procedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum dan 
win-win solution.51  
Awal munculnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimulai sejak 
tahun 1976 ketika ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat warren burger 
mempelopori ide ini pada suatu konferensi di saint paul, Minnesota Amerika 
Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal 
tahun 1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan 
masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius 
mengenai efek negative yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. 
Akhirnya American Bar Assosiation (ABA) merealisasikan rencana itu dan 
selanjutnya menambahkan komite pada organisasi mereka diikuti dengan 
masuknya kurikulum penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada sekolah 
hukum di Amerika Serikat dan juga pada seko0lah ekonomi. 
 Pengadilan sengketa diluar pengadilan pertama kali berkembang di 
Amerika Serikat, dimana pada saat itu berkembang karna dilatarbelakangi sebagi 
berikut :52 
1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan di 
pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, 
sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang 
kurang memuaskan. 
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2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. 
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. 
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang 
menghasilkan keputusan yang dapat di terima oleh semua  pihak dan 
meuaskan. 
     Jenis-jenis penyelsaian sengketa jalur non-litigasi yaitu :53 
1. Mediasi 
        Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana sesorang bertindak 
sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan 
mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin 
didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap 
berada ditangan para pihak sendiri. Sedangkan peraturan Mahkamah Agung No.1 
Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan (perma N0. 1 Tahun 2008) 
mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator. Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat suka rela atau tunduk pada 
kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, 
serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini 
merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak 
dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam 
proses litigasi. Proses litigasi relative bersifat terbuka untuk umum serta tidak 
memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi. 
2. Negosiasi  
        Negosiasi berasal dari kata negotiation, yang berarti perundingan, sedangkan 
orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi merupakan 
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proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi 
bagian dari aktifitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar 
menawar harga, gaji dan lain sebagainya. Oleh karna itu, dapat disimpulkan  
bahwa negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu 
argumentasi diantara kedua bela pihakl yang berbeda kepentingan atas persoalan 
yang sama. Secara umum, negosiasi dapat diaertikan sebagai upaya penyelesaian 
sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai 
kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif. Di dalam 
proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung 
dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Merujuk pada pasal 6 ayat 
(7) dan ayat (8) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, kesepakatan yang telah 
diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan 
dengan iktikad baik dan harus didaftarkan di pngadlan negeri dalam waktyu 
paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Pelaksanaan kesepakatan dalam 
alternative penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 hari 
setelah didaftarkannya kesepakatan di pengadilan negeri. Negosiasi biasanya 
dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang paling penting 
dalam bernegosiasi adalah suatu iktikad baik dari para pihak untuk secara 
bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam hal kepercayaan 
maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara para pihak 
telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun 
demikian, jika para pihak dapat duduk secara bersama-sama dengan iktikad baik 
dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan menjadi suatu 
metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sangat tepat, sederhana, dan 
menguntungkan kedua bela pihak (win-win solution).54 
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3. Arbitrase 
           Perkataan arbitrase berasala dari arbitrare (bahasa latin) yang berarti 
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya 
arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan slah satu kesan seolah 
olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu 
sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan 
pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksaan saja. Kesan tersebut keliru, 
karena arbiter atau majelis tersebut juga ,menerapkan hukum seperti apa yang 
dilakukan olerh hakim atau pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 
Tahun 1996, arbbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun beberapa keunggulan arbitrase 
dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara lain :55 
a. Arbitrase relative lebih terpercaya karena arbiter dipilih oleh para pihak 
bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan 
jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. 
Dalam hal para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter maka 
arbiter akan ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Hal ini berbeda 
dengan litigasi karena para pihak tidak dapat memilih hakim yang 
memeriksa perkara. Calon arbiter yang ditunjuk juga boleh menolak 
penunjukan tersebut. 
b. Arbiter merupakan orang yang ahli dibidangnya sehingga putusan yang 
di hasilkan akan lebih cermat. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 
1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dinyatakan 
bahwa salah satu syarat untuk menjadi arbiter adalah berpengalaman 
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aktif dibidangnya selama 15 Tahun. Hal ini tentunya berbeda dengan 
hakim yang mungkin saja tidak menguasi bidang yang disengketakan 
sehingga harus belajar bidang tersebut sebelum memeriksa perkara. 
c. Kepastian hukum lebih terjamin karena keputusan arbitrase bersifat 
final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan 
arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum. Namun putusan 
tersebut dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal tertentu seperti dinyatakan 
palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan setelah putusan 
tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan itikad tidak 
baikdari arbiter. 
           Sedangkan kelemahannya antara lain:56 
a. Biaya yang vrelatif mahal karena honorarium arbiter juga harus ditanggung 
para pihak (atau pihak yang kalah). 
b. Putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum 
didaftarkan pengadilan negeri. 
c. Ruang lingkup arbitrase yang terbatas hanya pada sengketa bidang komersial 
(perdagangan, ekspor impor, pasar modal, dan sebagainya. 
d. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap 
semua sengketa hukum. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat 
memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan 
memahami keadaan lingkungan tempat dilaksanakannya suatu penelitian.57 Untuk 
memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi : 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh informasi atau data yang 
diperlukan yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian 
penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai, 
yang bertempat di Jl. Persatuan Raya, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan. Dipilihnya 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai sebagai lokasi penelitian karena kasus yang 
dijadikan sebagai bahan penelitian oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah 
tersebut  telah terjadi dan di proses di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai 
mengenai kredit bermasalah. 
B. Pendekatan Penilitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan hukum yuridis-sosiologis. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan 
tentang upaya hukum penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui jalur non 
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litigasi, kemudian secara sosiologis yaitu mengkaji kenyataan yang terjadi di PT. 
Bank Rakyar Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data primer adalah data yang diporeleh langsung dilokasi penelitian yaitu 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai. Sumber data 
primer ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak pegawai Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Sinjai dan beberapa debitur. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-
undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan 
masalah yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka 
digunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Telah literatur difokuskan pada referensi yang berkenaan dengan judul 
penelitian, meliputi buku-buku tentang penyelesaian sengketa non litigasi 
(di luar pengadilan), perundang-undangan tentang perbankan, jurnal, 
majalah, media cetak, maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan 
dengan penelitian ini dan diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari 
berbagai sumber. 
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.58 
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Observasi dalam penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang sinjai Kabupaten Sinjai. 
3. Wawancara, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah 
pihak yang berkompoten terhadap proses penyelesaian kredit bermasalah 
melalui jalur non litigasi yakni kreditur, debitur dan mediator. 
4. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.  
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian 
disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil 
penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan 
dapat dipelajari sebaik-baiknya tentang simpulan atas hasil penelitian yang telah 
dicapai secara akurat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi pada 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai 
Sebelum pengambilan kredit di bank kita melekukan suatu kontrak dengan 
pihak debitur yaitu kontrak baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat 
hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak 
tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu 
pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para 
pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau 
tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak 
tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk 
menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu 
pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Dalam pasal 
1 butir 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
ditetapkan bahwa: klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.  
Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan 
yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat 
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karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian 
kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan 
sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu 
membayar kreditnya kepada bank atau wanprestasi. 
Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang 
dikenal dengan the five of credit atau the 5 C, antara lain character (kepribdian) 
yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, capacity (kemampuan) 
yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk 
melunasi hutangnya, capital (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan 
debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar 
kreditur, condition of economy (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi 
perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan collateral (agunan) yaitu 
harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit 
dalam keadaan macet. 
Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah 
penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution). Langkah-langkah 
untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling 
menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, 
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian kredit bermasalah melalui 
jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali 
melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara 
rescheduling, reconditioning ataupun restructuring yang dalam istilah perbankan 
lebih dikenal dengan sebutan 3 R yang telah diatur dalam perjanjian adedendum 
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atau perjanjian tambahan. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui 
jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan 
atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai 
kolekbilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh 
dengan upaya:59 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang 
hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa 
tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. 
Secara khusus rescheduling bertujuan untuk debitur dapat menyusun dana 
langsung cash flow secara lebih pasti memastikan pembayaran yang lebih 
tepat, dan memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak 
lain selain bank. 
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh 
syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, 
jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut 
perubahan maksimun saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara 
reconditioning bertujuan untuk menyempurnakan legal documentation, 
menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang 
terjangkau (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya) 
dan memperkuat posisi bank. 
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang 
menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian 
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tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian 
dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Secara khusus 
restructuring bertujuan untuk:  
a. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui 
penambahan dana oleh bank dengan pertimbangan debitur memang 
membutuhkan tambahan dana untuk usaha yang dibiayai untuk 
menghasilkan tingkat arus kas yang diinginkan di masa depan. Biasanya 
usaha yang ditambah modal inimasih sangat layak namun terhenti karena 
kekurangan modal usaha.  
b. Memperbaiki kolektabilitas pinjaman debitur dengan melihat riwayat 
pengambilan kredit sebelumnya yang mencakup tunggakan bunga, denda, 
ataupun biaya-biaya lain sebelum mendapatkan kredit yang baru dari pihak 
bank.  
c. Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektabilitas 
pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas 
persetujuan komite kredit sub komite kredit. 
Intinya adalah bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit 
menjadi lebih meringankan beban angsuran. 
Upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan 
terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya antara 
lain dengan cara : 
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1) Penurunan suku bunga 
Penurunan suku bunga adalah pemberlakuan suku bunga kredit dibawah 
suku bunga yang berlaku, Biasanya diberikan kepada debitur yang kooperatif 
dan nyata-nyata mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibanya pada 
bank, namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Kebijakan 
pemberian suku bunga kredit merupakan kewenangan direksi yang diajukan 
oleh Kantor Cabang secara khusus kepada Kantor Pusat dengan 
mempertimbangkan kemampuan debitur dan analisa Cost and benfit bagi bank. 
Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber Saparuddin selaku 
Account Officer yaitu adapun salah satu upaya yang dilakukan untuk 
menyelesaikan kredit bermasalah PT. Bank Republik Indonesia (persero) Tbk 
Sinjai adalah menurunkan suku bunga semisal dari bungan 12% menjadi 9% 
yang meskipun dalam prosesnya kadang mengalami beberapa hambatan 
terkadang ada nasabah yang bermalas-malasan membayar setelah enam bulan, 
hanya ada satu dua orang yang berhasil melakukannya. Dalam hal ini itikad 
baik merupakan hal yang paling penting60. 
2) Perpanjangan jangka waktu kredit 
Merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam 
kegiatan perkreditan terhdap debitur yang mengalami kesulitan untuk 
memenuhi kewajibannya. 
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3) Pengurangan tunggakan bunga kredit 
Pengurangan tunggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban 
pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total 
pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi. 
4) Pengurangan tunggakan pokok kredit 
Pengurangan tunggakan pokok kredit Adalah keringanan yang 
diberikan kepada debitur untuk membayar tunggakan pokok kredit kurang 
dari/lebih kecil tunggakan pokok kredit yang seharusnya dibayar. Biasanya 
diberikan kepada debitur kooperatif dan mempunyai itikat baik untuk 
memenuhi kewajibannya namun debitur belum memiliki kemampuan yang 
memadai, Selain itu debitur memiliki treck record/kinerja kredit yang baik, 
misalnya rasio pembayaran angsuran terhadap total kewajiban angsuran atau 
menunggaknya debitur bukan dikarenakan karakter debitur. 
5) Alih Debitur 
Pengalihan debitur merupakan pengalihan seluruh hutang/kewajiban 
debitur kepada pihak lain yang memenuhi ketentuan bank yang berlaku. 
Biasanya diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk melakukan 
pembayaran angsuran dan untuk mengatasinya debitur yang bersangkutan 
menginginkan dan/atau menyetujui untuk mengalihkan kewajibannya sebagai 
debitur kepada pihak lain. 
Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut sangat 
merugikan pihak bank sebagai krediturnya. Keadaan debitur tidak dapat melunasi 
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kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dapat disebut kredit macet. Dalam 
praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:61 
1. Dari Pihak Perbankan  
a. Dalam melakukan analisis, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang 
seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam 
melakukan perhitungan, seperti dalam hal jaminan/agunan debitur yang 
tidak jelas.  
b. Petugas bank terlalu yakin akan kemauan dan kemampuan nasabah 
c. Petugas tidak memilik informasi yang memadai tentang track record 
nasabah, khususnya karakter nasabah. 
d. Kebijakan pimpinan yang memberikan kredit kepada nasabah yang 
masih ada hubungan teman dekat atau keluarga, dapat besar 
kemungkinan terjadi kredit macet.  
2. Dari Pihak Nasabah (Debitur)  
a. Ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya 
b. Keberadaan nasabah tidak diketahui (telah pindah alamat rumah/lokasi 
usaha) 
c. Kredit bank tidak digunakan untuk modal kerja usaha, sesuai 
permohonan kredit tetapi untuk membeli sebidang tanah.  
d. Pembiayaan yang dicairkan ditujukan untuk usaha yang sudah berjalan, 
namun belakangan hal itu digunakan untuk membuka usaha baru.  
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e. Usaha yang dibiayai dengan kredit relatif baru, belum memberikan 
penghasilan yang memadai. 
f. Nasabah mengalami kegagalan karena beralih usaha yang belum pernah 
dilakukan.  
g. Nasabah tidak berdaya terhadap persaingan usaha yang semakin ketat. 
h. Usaha menurun atau bangkrut 
i. Memiliki hutang disana-sini (BPR, bank umum, koperasi, pegadaian, 
dsb).  
Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah upaya 
penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara karena manakala upaya ini 
gagal maka upaya terakhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur 
litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh 
bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya 
sebagaimana mestinya. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur 
non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau 
macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai 
kolekbilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh 
dengan upaya melakukan negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur 
yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang di tempuh 
dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian 
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melalui jalur hukum. Dalam penanganan kredit bermasalah juga memiliki 
beberapa pendekatan dan penetapan strategi diantaranya sebagai berikut :62 
1. Pendekatan secara tertulis, dengan cara: 
a. Pemberian surat tagihan 
Merupakan surat yang ditulis oleh pihak kreditur kepada pihak debitur 
karena debitur tidak mau atau belum melunasi hutangnya atas barang yang 
telah diterima, sedangkan jangka waktu atau tempo pembayaran sudah 
lewat. 
b. Pemberian surat peringatan 
Merupakan surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh bank yang ditujukan 
kepada debitur yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 
c. Pemberian surat tagihan I, II, dan III 
a) Surat penagihan pertama, berisi peringatan kepada debitur akan 
sesuatu kewajiban yang telah jatuh tempo lewat pada waktunya. 
b) Surat penagihan kedua agak lebih tegas dari yang pertama.  
c) Surat penagihan ketiga dengan melampirkan surat tagihan I dan II dan 
isinya menegaskan dan disertai dengan peringatan yang keras kapan 
debitur dapat melunasi tunggakan.  
2. Pendekatan secara lisan, dengan cara: 
a. Pihak bank dalam melaksanakan pendekatan ini dengan cara berkunjung 
ke tempat usaha dibitur untuk segera melunasi kewajibannya sebelum 
diberikan surat tagihan. 
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b. Apabila setelah diberi surat peringatan III, tetapi debitur belum melunasi 
kewajibannya maka pihak bank melakukan kunjungan untuk menilai usaha 
debitur. 
c. Pihak bank melakukan pembinaan kepada debitur yang mempunyai 
kategori prospek baik dan itikad baik, prospek tidak baik dan itikad baik, 
dan prospek tidak baik dan itikad tidak baik supaya menjadi kooperatif dan 
mau segera melunasi kewajibannya. 
3. Pendekatan mengenai persepsi yang dilakukan pejabat kredit bank untuk 
menyelamatkan kredit sebagai berikut: 
a. Tidak boleh membiarkan atau bahkan berusaha untuk menutup-nutupi 
adanya atau terjadinya kredit bermasalah. 
b. Mendeteksi secara dini kemungkinan kredit akan menjadi bermasalah. 
c. Menangani kredit bermasalah sesegera mungkin untuk menghindari 
semakin memburuknya kredit tersebut. 
d. Mengambil kebijaksanaan dalam menentukan langkah penyelesaian kredit 
bermasalah. 
e. Menangani kredit bermasalah harus objektif, tidak membeda-bedakan 
dengan debitur-debitur tertentu dan atau besaran pinjaman tertentu, namun 
tetap memperhatikan skala prioritas. 
Bapak Sirajuddin selaku debitur menyatakan, bahwa bukannya saya ingin 
menyalahi perjanjian tetapi usaha yang saya  jalankan mulai mengalami 
kemunduran karena banyaknya orang yang mendirikan usaha warkop disini, hal 
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ini berpengaruh pada hasil yang saya dapatkan setiap harinya menjadi berkurang 
karena banyaknya saingan63 
Dari pernyataan debitur dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa 
alasan debitur sehingga ia wanprestasi, yaitu: 
 Debitur tidak membayar angsuran ataupun jumlah angsuran yang 
dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit 
dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang 
ditetapkan dalam perjanjian kredit. 
 Karena debitur melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran 
sebanyak dua kali angsuran. 
 Karena keadaan sulit (hardship) dari pihak debitur. 
 Karena usaha debitur yang dibiayai dengan kredit relatif baru, belum 
memberikan penghasilan yang memadai. 
 
B. Upaya Hukum Para Pihak yang Keberatan Terhadap Penyelesaian 
Kredit Bermasalah 
Salah satu pihak keberatan terhadap penyelesaian kredit bermasalah maka 
para pihak dapat menempuh melalui saluran hukum dengan melalui Badan Urusan 
Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 
atau pengadilan negeri. 
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Tabel penyelesaian kredit debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Sinjai 
 
Tahun 2017 
jum
lah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agu Sep Okt Nov Des 
Debitur 
bermasala
h lebih 
dari 90 
hari 
12 15 12 10 11 12 9 7 7 6 7 5 113 
Jalur Non 
Litigasi 
4 6 4 8 4 3 4 5 4 3 2 3 50 
Jalur 
Litigasi 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Sember: Portal Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai 
 Dari data diatas bahwa selama bulan januari sampai dengan bulan 
desember 2017 debitur yang bermasalah lebih dari 90 hari dapat terselesaikan 
dengan menempuh jalur non litigasi dan litigasi tetapi hanya ada 2 kasus yang 
terselesaikan melalui jalur litigasi, hal ini dikarenakan debitur beranggapan bahwa 
jalur non litigasi lebih mudah dengan biaya yang tidak terlalu banyak dari pada 
menggunakan jalur litigasi dimana dalam penyelesaian kredit membutuhkan 
waktu yang lama dan potongan biaya yang besar, sehingga anggapan debitur 
dengan jalur non litigasi lebih menguntungkan kedua belah pihak antara debitur 
dengan bank itu sendiri dan penyelesaian kredit bermalasah melalui jalur non 
litigasi kebanyakan menggunakan Penjadwalan kembali (rescheduling). Dapat 
disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah di Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Sinjai, selama bulan januari sampai dengan bulan 
desember 2017 debitur lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Adapun 
contoh kasus yang peneliti dapatkan dari hasil wawacara dengan kreditur (pihak 
bank) di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sinjai terkait 
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keberatannya satu pihak terhadap penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai 
berikut : 
Sirajuddin umur 43 tahun yang bertempat tinggal di kelurahan balangnipa  
kecamatan sinjai utara  kabupaten sinjai Sulawesi selatan. Dia mengambil kredit 
sejumlah 150 juta dengan jaminan rumah seluas 10x20 meter. Rumah tersebut 
merupakan peninggalan dari orang tuanya dan sirajuddin memiliki saudara yang 
bernama Rusman dan Basri. Sirajuddin menjaminkan rumah tersebut tanpa 
sepengetahuan dari kedua saudaranya. Sementara itu didalam proses pembayaran 
kredit Sirajuddin terjadi kemacetan, dimana dia tak mampu lagi membayarnya. 
Kemudian Rusman dan Basri mengetahui bahwa Sirajuddin telah menjaminkan 
rumah peninggalan orang tuanya di bank. Dari pihak bank menawarkan tindakan 
penyelesaian berupa Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring kepada 
Sirajuddin agar dapat memenuhi kewajibannya, namun Rusman dan Basri 
keberatan dengan penyelesaian kredit ini karena prosenya lama.  
Seperti pernyataan dari Rusman, beliau mengatakan bahwa : Saya 
menolak penyelesaian kredit dari saudara saya Sirajuddin karena kalau pihak bank 
memberikan persyaratan kembai maka prosesnya sangat lama, maksudnya 
pembayaran Sirajuddin akan memakan waktu yang lama dan saya tidak yakin lagi 
bahwa adik saya ini mampu membayar sisa pinjaman tersebut. Jadi lebih baik 
rumah in dilelang saja.64 
Kemudian pihak bank memberikan solusi dengan melakukan pelelangan 
melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) dan para pihak 
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menyetujui saran dari pihak bank tersebut. Al hasil rumah itupun berhasil dilelang 
dengan harga 300 juta rupiah kemudian pihak bank mengambil uang senilai 100 
juta rupiah sebgai pelunasan sisa pinjaman Sirajuddin dan 200 jutanya lagi 
diberikan kepada Rusman dan Basri. Seperti yang dikatakan oleh Dg. Manaba S.E 
selaku AMBM Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sinjai, bahwa ada 
dua cara yang kita lakukan, pertama secara kekeluargaan kita menghubungi 
nasabah kalau dia bisa menyelesaikan secara pribadi dalam artian menjual agunan 
ini sendiri dan melaporkan kepada kita. Kemudian yang kedua melalui hukum 
kepada kantor lelang di Makassar65. 
Selama ini dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilaukan oleh PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Prsero) Tbk Cabang Sinjai lebih mengutamakan dengan 
jalan musyawarah atau negosiasi (langkah persuasif) dengan pihak debitur karena 
pihak bank berpendapat penyelesaian dengan jalan musyawarah atau negosiasi 
adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitur agar tetap 
terjaga komunikasi dan hubungan baik antara bank dan debitur. Dengan demikian 
penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik 
antara debitur dengan kreditur. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
1. Penyelesaian kredit bermasalah melalu jalur non litigasi pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai dilakukan dengan tiga cara 
yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), kedua persyaratan kembali 
(reconditioning), ketiga penataan kembali (restructuring), namun debitur 
menolak karena proses terlalu lama dan tetap harus membayar angsuran 
selama proses berlangsung. 
2. Upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap penyelesaian kredit 
bermasalah melalui jalur non litigasi dan litigasi. Tapi pada umumnya 
debitur memilih jalur non litigasi. Hal tersebut dilakukan untuk 
meminimalkan biaya dan mempercepat penyelesaian kredit bermasalah. 
B. Saran 
1. Kredit bermasalah kebanyakan berhubungan dengan watak atau 
kepribadian debitur yang tidak baik. Sebelum memberikan pinjaman pihak 
bank perlu mengetahui dan memahami nilai-nilai lokal yang hidup di 
tengah-tengah masyarakat dimana debitur tersebut berasal. Selain itu pihak 
bank harus melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan 
debitur yang mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi 
macet. 
2. Perlu kebijakan pihak bank dalam menangani kredit bermasalah melalui 
penyelesaian secara lebih cepat sehingga objek tidak perlu dilelang. 
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3. Penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi dengan musayawarah 
merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak, mengingat kedua pihak 
sama-sama memiliki penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian 
yang ada dapat ditekan sekecil mungkin. 
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